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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan tersebut, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam PBJP secara E-

Procurement di Pemerintah Kota Yogyakarta dilakukan melalui SPSE 

yang didasarkan pada indikator kerja utama. Penerapan prinsip 

efektivitas didasarkan pada ketepatan kuantitas dan waktu pengadaan. 

Penerapan tersebut diwujudkan dengan pembuatan Kerangka Acuan 

Kerja (KAK) sebagai perencanaan dan acuan kesesuaian hasil 

pengadaan dengan spesifikasi teknis. Penerapan prinsip efisiensi 

didasarkan pada ketepatan kualitas dan biaya pengadaan. Penerapan 

tersebut diwujudkan melalui mekanisme persaingan sehat dalam 

menghasilkan penghematan anggaran untuk nilai manfaat yang 

maksimal, termasuk pemangkasan birokrasi waktu proses pengadaan. 

Tingkat pelaksanaan layanan pengadaan dalam indikator kerja utama 

juga menjadi standar umum perwujudan efektivitas dan efisiensi. 

2. Pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Pemerintah Kota 

Yogyakarta nyatanya masih dihadapkan dengan beberapa kendala 

dalam menerapkan prinsip efektivitas dan prinsip efisiensi. Kendala 

tersebut terjadi karena adanya masalah dalam melaksanan indikator 
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kerja utama yang menjadi dasar bertindak para pelaku pengadaan. 

Kendala utama yang dihadapi dalam proses pengadaan tersebut adalah 

adanya kesenjangan kapasitas dan integritas SDM (Sumber Daya 

Manusia), yaitu Pokja (Kelompok Kerja) Pemilihan maupun penyedia 

yang menyebabkan kesalahan administratif dan berujung pada tender 

gagal. Kendala lain yang juga menjadi perhatian adalah kurangnya 

infrastruktur yang memadai, seperti ketidakstabilan koneksi internet 

dan gangguan server yang menjadi tantangan teknis dalam menjaga 

kelancaran proses pengadaan. Tuduhan serius dari pihak berwenang 

kepada para pelaku pengadaan terkait tindakan KKN (Korupsi, Kolusi, 

dan Nepotisme) juga menjadi kendala, hal tersebut terjadi karena 

petugas pengadaan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab 

langsung dalam mengolah anggaran publik. 

3. Pemerintah Kota Yogyakarta didasarkan pada indikator kerja utama, 

yaitu kuantitas, kualitas, waktu, biaya pengadaan melakukan upaya 

preventif dan represif dalam menanggapi kendala-kendala penerapan 

prinsip efektivitas dan efisiensi PBJP. Upaya preventif dilakukan 

dengan menyelenggarakan edukasi bagi petugas dan penyedia 

pengadaan mengenai aspek teknis efektivitas, yakni integritas SDM, 

penguatan organisasi, kelancaran proses, dan kestabilan infrastruktur 

sebagai transformasi sudut pandang Value for Money. Pelaksanaan 

aspek teknis tersebut menumbuhkan aspek non-teknis, yaitu 

kepedulian, tanggung jawab, partisipasi, dan rasa memiliki dari para 
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pelaku pengadaan yang menentukan tercapainya efisiensi. Tujuannya 

adalah untuk menjamin tercapainya pengadaan yang efektif dan efisien, 

berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat manfaat bagi pelayanan 

publik. Upaya represif dilakukan dengan meningkatkan pelayanan 

SPSE secara menyeluruh dalam bentuk percepatan daya tanggap ketika 

terdapat permasalahan teknis. Penguatan dasar hukum kelembagaan 

yang berlaku secara nasional dalam bentuk undang-undang mengenai 

pengadaan dibutuhkan untuk menjamin stabilitas sistem dan keamanan 

data. Penguatan tersebut termasuk pemenuhan perlindungan dan 

kepastian hukum yang melindungi kepentingan para pelaku pengadaan 

dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut, maka penulis 

memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta melalui unit pengadaan yang 

berwenang disarankan untuk terus patuh terhadap prosedur 

administratif yang diwujudkan melalui pembuatan Kerangka Acuan 

Kerja (KAK) dengan baik dalam tahap perencanaan pengadaan, 

termasuk pengawasan bagi para penyedia. Perwujudan persaingan sehat 

juga perlu terus dilakukan untuk menghemat anggaran publik yang 

dikeluarkan, termasuk pemangkasan birokrasi waktu proses pengadaan. 
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2. Program pelatihan dan sertifikasi yang berkelanjutan bagi para pelaku 

pengadaan juga harus terus dilakukan. Program ini tidak hanya 

difokuskan pada aspek teknis pengoperasian aplikasi SPSE (Sistem 

Pengadaan Secara Elektronik), tetapi juga pada pemahaman mendalam 

mengenai penyusunan perencanaan pengadaan yang berkualitas guna 

menghindari tender gagal. Program tersebut termasuk menjamin 

stabilitas server dan keamanan data untuk mencapai zero downtime, 

yaitu kemampuan sistem elektronik tanpa gangguan layanan, sekalipun 

sedang dilakukan pemeliharaan, pembaruan, dan atau perbaikan. 

3. Kebijakan atau regulasi yang berlaku secara nasional mengenai 

pengadaan di Indonesia disarankan untuk segera dibuat, melalui 

peraturan perundang-undangan untuk menjamin kepastian hukum bagi 

para pelaku pengadaan, termasuk bagi para penyedia. Kebijakan 

internal di dalam Pemkot Yogyakarta, seperti Peraturan Wali Kota atau 

SOP (Standar Operasional Kerja) yang spesifik harus diperkuat, 

termasuk panduan lebih detail mengenai mitigasi risiko pengadaan 

gagal. Regulasi ini diharapkan dapat menjadi dasar hukum yang kuat 

dalam mendorong penguatan kelembagaan bagi para pelaku pengadaan. 
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